WALIKDTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG

EKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS] TUGAS DAN FUNGS] SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang

Mengingal.

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

WALIKCTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan keteptuan Pasal 4 Peraturan

Menteri Pendavagunaan Aparstur Negara dan Refxmasi

Birokrasi Nomor 25 Tehun 2021 tentang Penyederhanaan

Struktur  Organieasi pada Instansi Pemerintah  untule

Penyederhenaan  Birokrasi, perl? menelapken Peraturan

Walikota fentang Kedwodukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Funpsi serta Tata Kerja Dinas  Perindusirian  dan

Perdagangan Kota Kupang;

1. Pasal B ayat {6) Undang-Undang Dasar Nepara Repuhiik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Permbentukan Kotamadya Daerah Tingkat I[[ Kupang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1596
Newmar 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indionesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintalian Daerah [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Talnin 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah Dbeberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran MNegara Fepublik [mdonesia  Tahun



2020Nomor 254, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomer 6573i;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomnr 3887) sebagaimana telah
divhah dengan Peraturan Pemerintalh Nomor 72 Tahun
2019 Tentang Perubahan Ates Peratwan Pemerintzah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaman Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan
Reformazi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struldur Crganisasi pada Instansd
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Beritm
Negara Republik Indonesia T:ahun 2021 Nomor 54a):
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomer 13 Tehun 2016
tentang Pembeniukan d¢din Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah ¥Kota Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 273} sebagaimana lelh diubah beberapa
kahi teralkhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor & Tahun 2019 tentang Perubzhan Kedum Atms
Peraturan Daerah Hota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Fembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupaug Tahun
2019 Nomor D6 Tambahan Lembaran Daerah Kotz
Kupang Nomor 285);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG XKEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
KUPANG.

BAEB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deerah ini, yang dimalsud dengan :

l.haerah rdalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. Walikota adalah Waliketa Kupang.

4, Sekretariat Daerah, selan jutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah
Kola Kupang.

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan vang selanjumya disebut Dinas
adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hote Kupang,

6. Jabatan Administrasi adalah sekelompcok jbatan yang berisi fungsi dan
tugas herkajtan dengan pelevanan publik  serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompol jabatan yang bensi fungsi dan
lugas berkailan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahliani dan keterampilan lertentu.

B Pepmbat lungsicnal adalah Pegawai ASMN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi Pemerintah.

9, Sub Koordinator adalah pembat fungsional jenjang ahli muda yung
ditugaskan untuk melaksanakan scbagian tugas yvang diamanatkan, baik
yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari mgas
jabatan administrator & Iimgkup unit Kerja.,

10Unic Pelaksana Teknis Daerah vang selanjumya disebut UPTD adalah
Unsur Pelaksana Teknis Daprah pada Dinas Perindustrian  dan
Perdapanpan Kola Kupang.
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KEIMIDUKAN DAN STRUKTUR ORGANIZAS]

Pesal 2

Dinas merupakdn unsur pelaksana Uriosan pemeriniahan yang menjadi

kewcenangan Daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud pada aval [§ dipimpin oleh kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertenggung jawab kepada Walitkata melalui

Sekretaris Daersh

Dinas sebagaimana dimealsud pada ayat [l mempunival Tugas membantu

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewensngan

daerah dibidang Perindusttian dan bidang Perdagangan serta Tugas

Pemb.antuan.

Dinas Perindusirian dan Perdagangan dalam melaksanakan  tuges

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan [ ungsi;

a. perumusan kebijakan dacrah di bidang perindustrian dan perdagangan;

b pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;

G pelaksansan evaluasi dan pelaporan dacrah: & bidang perindusirian dan
perdagangan;

d. pelaksanaan adminisoasi dines daerah di bidang perindusirian dan
perdagangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain vang diberkan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Passl 3
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I merupakan Dinas Tipe
B dengan susunan organisast terdir! atas :
a. Kepala Dinas:
h Sekretanat, terdin dari:
1. Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bidang Perindustrizn;
Bidang Perdagangan;
Bidang Kemetrologian;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
UPTD,
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Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) buruf b dipimpin oleh
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Masing-massing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang vang berade di bawah
hertanggung jewab kepada Kepala [Xinas.

Masging-masing Sub Bagian dipimpin vleh Kepala 3ub Bagien yang berada di
bawaii dan bertanggung jawab kepada Sekretars.

Bagim Susunan 3Struktur Orgamizsasi sebagaimana dimkasud pada ayat {1 |
tercanium dalam lampiran dan merupakan bagian yang bidzk ‘erpisahkan
dari Peraturan Walikota ini

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI

Pasald.

Sekretariat’ mempunyal tugas melaksanakan koordinasi peleksanaan tugas,

pemliinaan, pemberian dukungan adminisirasi kepada seluruh  unit

organisast di Hngkungan Dinas.

Untulk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pade ayat (11,

Sekretariat mempunysai fungsi:

a pelaksansan koordinasi legiatan di linglounean dinas;

b penyusunan rencane, program dan anggaran dinas:

¢ pembinaan dan pemberian dukungan adminigtrasi dinas yang meliputi
penvelenggaraan urusan ketatausahasn rumah tanges, ketatalaksanaan,
kepegawrian, kepustakasn, keuangan, kegjasama, hukum, organisasi
hubunpan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan dan dokumentas;

d pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja. dinas;
dan

e. pelaksapaan tugas dinas lan yarg diberikan oleh atasan.

Paszal 5
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakarn
tugas sekretariar lingkup perencanaan dan keuangan Dinas.
Untuk melaksanskan tugas sebegaimana dimeksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungs:

A [menyusun rencana, program kegiatan dan anpggaran Dines;’
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b. 'menyiapkan bahan pengumpuian, pengolahan dan penyajian data
lingkup [Hnas;

menyiapkan hahan penyvuisunan laporan kinerja Dinas:

melaksanakan urusan tata laksana keuangatt Dinas;

melaksanakan urusan perbendaharaan- dan gaj lingkup Dinas;
melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi Dinas;

menyusun laporan keuangan Dinas; den

=l T L I - T ¢

melaksanakan tugas dinas lain vang diberikan oleh atassn.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyval tugas melaksanakan tugas

sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawalan Dinas.

Untik melaksanakan tugas sebagaimans dimasud pada ayal (1}, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyal fungsi :

4 melalukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
dinas;

h melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan
sarana dan prasarana rumah langga dinas;

¢. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan, ketar: ilaksanaan,
kepuslakaan, lala persuratan, kearsipe it dan dekumentasi lingkup dinas;

4 meakuikan penyiapan bahan dan pelaksanaan wurusan hubungan
masvarakat dan keprotokolan lingkup dinas;

e melakukan penyiapan baban dan pelaksanaan penataan organisasi serla
peraturen perundang-undangan lingkup dinas; dan

f. melaksanakan tuggs dinas lain yang diberikan olch atasan

Pasal 7

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendaflaran dan pernetaan industri,
bina industri Logam, mesin, elektronik dan aneka (ILMEA} dan hina Industrd
lkimia, agro dan hasil plahan (IKAHO).
Untuk melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud pada ayat (1), bidang
perindustrianl mempunyai fungsi:
a mengkoordinasikan penyusunan renceana/ program  kerja  bidang

perindustran;
b, pelaksanaan penelapan rencana pembangunan industri;

c. pelaksanaan perdmusasn kebhijakan telkniz bidang perindustrian;
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i pelaksanaan kebiakan teknis & bidang perindustrian;

e pengkoordinasian kegiatan di bidang pendaftaraan dan pemetaan
mdustri;

i pelaksanaan pengkoordinasian Pembingan ILMEA dan IKAHO;

g. pelaksanaan Fasilitasi [in Usaha Industri {IUl)/Tanda Daftar Industri
(TDI); dan

h. pelaksanaan tugas dinas lgin vang diberikan oleh atasan,

Pasal 8

Bidang Perdagangan mempunyai tuges melaksanakan Perumusan kebijakan

teknis o bidang pengembangan perdagangan, sarang dan pelaku distribus:

serla perizinan dan pendaftaran perusahaan.

Uniuk melaksanakan Lugas sebagsimana dimaksud pada :aat (1), Bidang

Perdaganean mempunyal fungs :

A penyusunan rencena/propgram  kerja dan  kegintan teknis bidanp
Perdagangan sesual dengan rencana strategis dan amh kebiakan Kepala
Daeraly

L perumusan kegistan bidang Perdagangan pada Rencana Strategis, amh
kebijnkan kepala Daerah dan Pemerintah pusat;

¢ melaksanakan program dan kegiatan bidang Perdagangan;

d pengkoordinasian anlar bidang berkailan dengun pelaksanaan tugas
bidang Pengembangan Perdagangan; dan

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan aleh alasan.

Pasal 4

Bidang Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinagi, [asilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bim bin gan
teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanesan di bidang pelayanan tera dan
tera ulanp, bira sumber daya manusia, dan pengawasan,

Untuk melaksanakan tugas scbagaimena dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kemetrologian memplinyal fungs.

a pelaksanaan layanan lera dan lera ulang alal ukur, takar, Gmbang dan

perlengkapannis;

b. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan perlengkapammys;

!'3'

pengelolaan cap tanda tera;
d. peniredisan dan menjamin ketertelmrusan standar kerja dan peraiatan

kemetrolopian; !
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e penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabaran fungsional
‘penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di wilayah kerjanva;

f penviapan bahan dalam mangka pelaksanaan sistem infiormasi sumber
daya menusia jabatan Ffungsional - penetd, pergamal  term, dan
pengawasan kemetrologiam,

g pelaksanaan pemnilsian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat
penera, dan pengawasa kemetrologian;

h. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,
barang dalam keadasn rerbungkus [BDKT) dan satuan ukuran;

(.

pelaksanaan penyuluhan kemetrologian,
} prleksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legat
k. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau deerah tertib ukur;

=

penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metmlog legal;
m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera wlang serta pengawasan
kemetrologian; dan

n. melaksanakan tugas dinas lain vang diberikan oleh atasan.

BABIV
UNIT PELAKSANA TEENIS DAERAH

Pazal 1
Pada Dines depat dibentuk UPTD tertentu untuk ‘melaksanakan kegiatan
teknis operasional danjfatau kegiantan tekmis penunjang yang menjadi
Kewsnangan.
UPTD sebagaimana <limaksud pada ayat (1) merupakan, bagian dari
Perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
Ketentuan lebih lanjat mengenai neomenklatur, jumiah dan jenis, susunan
organisasi. tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ()
diatur dengan peraturan Walikota,

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paaal 11
Kcolompok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifat teknis sesuai keahlian dan
kebutuhan,



(2)

(3)

(1}

(2)

(3)

(4}

)

Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari sejumiah tenags jabatan [unpsional yang terdapat dalam ‘berbagai
kelompeok sesuai dengan bidang keahlisnnya.

Jumlah dan jenjs jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja genig distur sesuai
dengan peraturan perundang- undangan,

Pagal 12
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat tingpi madya, pejbat pimpinan tingai pratama,
pejabat administrator, ataiz pejabat pengawas yang memiliki keterkailan
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Funpsional.
Penentuan berkedudukan dan Dertanggung jawah semra langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disesuaikan dengan strulctur
organisagi
Eelompok Jabatan Fungsional dipimpin okh Sub EKeoordinator Jabatan
Fungsional yang ditetapkan cleh pejabat Pembina kepepawaian atas usulan
pejabat yang herwenang.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (3} melaksanakan tugas
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalizn, pemantauan dan
evaluasi, srrta pelaporan pala sati kelompok substansi pada masing- masing
pengelompokan fungsi jabatan administrator.
Sub Koordinstor sebagaimana dimaksud pada ayar {4], terdiri atas:
a sub koordinator substansi bina [KAHO,
b, sub kcordinalor substansi pendaftaran dan pemetaan usaha ndustri:
¢ sub koordinator substansi bina ILMEA;
d. sub koordinator substanai Pelayanan tera dan tera ulang;
e sub koordinator subrstansi bina sumber daya manusia;
f  sub koordinator substansi pengawasan;
g sub koordinalor substansi sarena dan pelaku distribusi;
h. sub koominator substansi perizinan dan pendaftaran; dan
L aub koordinator substansi pengzmbangan penlagangan.
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BAE V1
TATA KERJA

Pasal 13
Dalamn melalksanakan tugasnya, setiap unisur organisasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupur antar satuan organisasi di lingkungen pemerintah daerah
serla dengan instansi lain di luar pemerintah daersh sesual dengan Tugas
mag.ng-masing.
Setigp unsur organisasi wajib mengawasi bawahennys masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil lapgkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraluran perundang-undengan.
Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan  bawshannya  masing-masing dan  memberikan
bimbingan sera pehinjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap unsur organisasi wejbk mengikud dan mematuhi petunjuk yang
diberikan dan bertanggung jewab kepada aiasan mBsiDg- masing serla
menyiapkan dan menyRmpaikan laporan badk ingidentil maupun berkals
pade walktunya.
Setiap lnporan yang diterima oleh setiap unsur orgamisasi wajik diolah dan
dipergunakan sebagal bahan untuk penyusunan laporan lehih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,
Setiap laporan yang disampaikan kepads atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnva yang secara funpsional
mempunyai hubungan kera.
[Dalam melaksanakan tuges, setiap unsur organisasi wajib mengadekan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunuk kepada
bawahan masing-masing.

RAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 14
Pada saat Peraturan Wealikota m1 mulai berlaky, pejabat vang ada tetap
melaksanakan rtugasnya sampal dengan ditctapkan pejabat yang baru
berdasarken Peraturan Walikota ini

K



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walkota Kupang
Momor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organigasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kola Kupang
(Berita Daersh Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 247). sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2018 fenlahg
Peru bahan Atas Peraturan Wallkota Kupang Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Keduduksen, Susunan Organisasi, Tupas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. (Berita Daerah Kota Kupang
Tahun 2018 Nomoer 362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Waliketa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanegal 31 Desemper 2021

'&'WALLKE?TA KUPANC,

I JEFIRSTRON K RIWU KORE

Driundangkan di Kupang
pada. tengeal 31 Degember 2021
FKEETARLS DAERAH A KUBANG,

PRIESTLEY FUNAY
BERITA DARRAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMCR 573
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